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Penelitian ini dilatarbelakangi dengan prilaku koruptif yang dilakukan oleh kader partai
politik, yang kemudian sudah seharusnya partai politik dapat dijadikan sebagai subjek hukum
yang dapat di mintai pertanggungjawaban untuk selanjutnya dapat diberikan sanksi berat
berupa pencabutan ijin dari partai politik atau pembubaran partai politik tersebut. Hal tersebut
bertujuan agar dapat menanggulangi prilaku koruptif serta memberikan rasa tanggungjawab
dan takut kepada pengurus partai supaya jangan sampai melakukan tindak pidana korupsi,
kemudian apabila ditemukan partai politik yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi
agar dikemudian hari tidak melakukannya kembali Untuk itu partai politik harus bisa dimintai
pertanggungjawaban.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana analisa tindak pidana korupsi
terhadap pembubaran partai politik dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia ? Bagaimana
analisa tindak pidana korupsi terhadap pembubaran partai politik dalam khazanah hukum islam
?

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka atau disebut juga dengan library research.
Sumber data diambil dari dokumen kepustakaan seperti buku-buku, jurnal-jurnal, website dan
literature lainnya. Teknik pengumpulan data dikumpulkan berdasarkan dokumentasi data
literatur. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa yang pertama partai politik yang secara
sah/menyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka kepala negara dalam hal ini
adalah presiden layak untuk diajukan pembubaran ke mahkamah konstitusi. Yang kedua adalah
dalam pandangan khazanah hukum islam pembubaran partai politik perlu dilakukan demi
kemaslahatan umat, hal tersebut tentu bertujuan apabila partai politik yang secara sah dan
meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi tersebut dapat merugikan orang banyak.
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This research is motivated by corruptive behavior carried out by cadres of political

parties, which then political parties should be used as legal subjects that can be held accountable
and can then be given severe sanctions in the form of revoking permits from political parties
or the dissolution of such political parties. This aims to overcome corruptive behavior and
provide a sense of responsibility and fear to party administrators so as not to commit corruption
crimes, then if a political party is found that has been proven to have committed corruption
crimes so that in the future it does not do it again For this reason, political parties must be held
accountable.

The formulation of the problem in this study is the first whether a Political Party is a
Legal Entity that can be held accountable in corruption crimes? the second how is the analysis
of corruption crimes against the dissolution of political parties in the constitutional system?

This type of research is library research or also known as library research. Data
sources are taken from literary documents such as books, books, magazines and other literature.
Data collection techniques are collected on the basis of literature data documentation. Data
analysis techniques using content analysis and comparative analysis.

The results of this study show that the first Partai politics is a separate part of the
existence of a form of association by several people as the subject of law. Regarding the issue
of criminal liability, in its development it can not only be applied to humans alone, but also
applied to corporations or legal entities, secondly itis a consideration when the core
management/higher-ups of a political party commit corruption and for these acts of corruption,
the political party concerned deserves to be proposed for dissolution.
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